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Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan implementasi dari Otonomi Daerah 

dimana Bupati Banjar secara hukum memiliki Tanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan, dan pengendalian dalam Mengelola Aset milik daerah yang tertuang 

dalam pasal 139-140. Bangunan pasar rakyat merupakan aset milik daerah yang 

terbengkalai tidak terawat atau tidak difungsikan dengan baik serta tanah yang 

penuh dengan rerumputan dan ilalang. 

Penelitian ini berfokus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang bangunan terbengkalai yaitu pasar rakyat gambut 

baru, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengetahui peran pemerintah 

terhadap bangunan terbengkalai sesuai dengan peraturan daerah tersebut kemudian 

kendala dan upaya dari pemerintah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan 

yang dilakukan yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian yaitu data primer dan data 

sekunder yang bersumber dari informan yaitu  

Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 terhadap bangunan terbengkalai yaitu 

pasar rakyat gambut baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak berjalan 

dengan baik pelaksanaan peraturan daerah tersebut. kendala yang terjadi dari awal 

proyek bangunan ini sudah memiliki masalah antara masyarakat, pedagang dan 

pengembang bangunan ini, kemudian pada saat bangunan ini terjadi pemerintah 

tidak melakukan pengelolaan dan pengawasan. Tidak ada upaya yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah hanya berupa rencana-rencana yang ingin dilaksanakan 

sehingga menjadikan bangunan pasar rakyat gambut baru ini terbengkalai dan 

membuat masyarakat pedagang tidak memiliki minat dalam melakukan 

perdagangan disana. 
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